
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. JenisPenelitian  

Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi 

kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-

undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau 

kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. 

Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, 

asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, 

sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.
1
 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode 

penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini 

sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam 

upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode 

penelitian yang dibutuhkan penulis. 

 

3.2. Metode Pendekatan  

 Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan 

pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek 
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mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue 

aproach)
.2

 Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan 

perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum 

yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. 

 

3.3. Sumber Data 

Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai 

kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder, 

yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai 

permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literature-

literatur terkait Pertambangan Panas Bumi khususnya. 

3. 4. Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi 

peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum 

sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi 

kepustakaan dilakukan dengan cara membaca,menelaah, mencatat membuat 

ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya kegiatan usaha pertambangan 

panas bumi.  

3. 5. Analisis Data 
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Pada penelitian hukum normatif,  pengolahan data dilakukan dengan cara 

mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarati 

membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan 

pekerjaan analisis dan konstruksi.
3
 Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data 

penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara  

deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan 

hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan 

pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data 

informasi. Hasil analisa bahan hukum  akan diinterpretasikan menggunakan 

metode interpretasi (a) sistematis;  (b) gramatikal; dan (c) teleologis.
4
 Pemilihan 

interpretasi sistematis ditujukan untuk menetukan struktur hukum dalam 

penelitian ini. Interpretasi sistematis (systematische interpretatie, dogmatische 

interpretatie) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum 

lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang 

sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam 

penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling 

berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. 

Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk 

pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan 

(diandaikan). Selanjutnya interpretasi gramatikal (what does it linguitically 

mean?) yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah 
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hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna 

menueut pemakaian bahasa sehari-hari atau makan teknis-yuridis yang lazim atau 

dianggap sudah baku.
5
 Interpretasi gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan 

makna teks dalam tujuan pemberian izin pertambangan panas bumi sedangkan, 

interpretasi teleologis(what does the articles would like to archieve) yang 

merupakan yang metode penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau 

formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan 

tafsiran pada fakta bahwa kaidah  hukum terkandung tujuan atau asas sebagai 

landasan dan bahwa tujuan atau asas tersebut memengaruhi interpretasi. Dalam 

penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang 

aktual.
6
 Menurut Hoft, penafsiran teleologis memiliki fokus perhatian bahwa fakta 

pada norma hukum mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu 

sehingga ketika ketentuan tersebut diterapkan maksud tersebut harus dipenuhi, 

penafsiran ini selanjutnya memperhitungkan konteks kemasyarakatan aktual. Cara 

ini tidak terlalu diarahkan untuk menemukan pertautan pada kehendak dari 

pembentuk undang-undang saat membentuknya dan kemudian dituangkan dalam 

bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu 

ditarik kesimpulan guna menjawab permasalah penelitian secara deduktif yaitu 

dari hal yang bersifat umum menunju yang hal bersifat khusus.
7
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